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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 51/M-DAG/PER/10/2009
TENTANG

PENILAIAN TERHADAP UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Proving, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan yang terkait
dengan penilaian kemampuan pelayanan tera dan tera ulang
alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk unit
pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah metrologi

legdl;

. bahwa untuk menjamin kebenaran hasil pengujian yang

dilakukan oleh unit pelaksana teknis dan unit pelaksana
teknis daerah metrologi legal, perlu dilakukan pengendalian
melalui sistem penilaian kemampuan pelayanan tera dan
teraulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
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Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi

Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3193);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib

dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta
Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3283);

. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisass Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisas Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 171/M Tahun 2005;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungs, Susunan Organisas, dan Tata
Keja Kementerian Negara Republik  Indonesia
sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisass dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesi a sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

10.Peraturan Menteri  Perdagangan Nomor  01/M-
DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERI PERDAGANGAN  TENTANG
PENILAIAN TERHADAP UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAN UNIT  PELAKSANA  TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi
legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang selanjutnya
disebut UPTD provins adalah unsur pelaksana tugas
teknis di bidang metrologi legal di daerah provinsi.

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut UPTD kabupaten/kota adalah unsur
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10.

pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di
daerah kabupaten/kota.

Penilaian adalah serangkaian proses atau kegiatan yang
dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri terhadap UPT, UPTD
provinsi, atau UPTD kabupaten/kota untuk memastikan
kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera
Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
(UTTP) adalah dokumen yang menyatakan pengakuan
formal terhadap kompetens UPT, UPTD provinsi, atau
UPTD kabupaten/kota.

Dokumen panduan mutu adalah dokumen yang memuat
informas mengenai pedoman mutu, prosedur mutu,
prosedur kerja, instruksi kerja, rekaman, dan formulir-
formulir lainnya yang digunakan oleh UPT, UPTD
provinsi, atau UPTD kabupaten/kota sebagai pedoman
dalam melaksanakan sistem mangjemen mutu.

Surveillance adalah kegiatan kunjungan ke UPT, UPTD
provinsi, atau UPTD kabupaten/kota untuk memastikan
bahwa UPT, UPTD provins, atau UPTD kabupaten/kota
tersebut memelihara kompetensinya dari waktu ke waktu
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri.

Tim Penila Metrologi Legal yang selanjutnya disebut
Tim Penilal adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri yang
memiliki tugas melakukan penilaian terhadap UPT,
UPTD provinsi, atau UPTD kabupaten/kota.

Tim Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut
Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk olen Ketua Tim
Penilai yang bertugas melaksanakan penilaian
administratif, penilaan secara langsung di lokasi,
surveillance, dan/atau penilaian ulang terhadap UPT,
UPTD provinsi, atau UPTD kabupaten/kota.

Kepala UPT, UPTD provins, atau UPTD kabupaten/kota
adalah Kepala yang memimpin organisasi yang dibentuk
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untuk menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang
UTTP.

Kepala dinas provinsg adalah Kepala dinas di daerah
provins yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang
perdagangan.

Kepala dinas kabupaten/kota adalah kepala dinas di
daerah kabupaten/kota yang tugas dan
tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Direktur Metrologi yang selanjutnya disebut Direktur
adalah Direktur yang tugas dan tanggungjawabnya di
bidang metrologi legal.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang
selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur
Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang
perdagangan dalam negeri.

Menteri addah Menteri yang tugas dan
tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

Penilaian kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP
dilakukan terhadap:

a. UPT yang melakukan kegiatan tera dan tera ulang UTTP
penanganan khusus; dan

b. UPTD provins dan UPTD kabupaten/kota yang melakukan
kegiatan teradan teraulang UTTP.

(1)

(2)

Pasal 3

UPT, UPTD proving, dan UPTD kabupaten/kota yang
akan melakukan kegiatan tera dan teraulang UTTP harus
memperoleh penilaian kemampuan pelayanan dari
Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

Untuk memperolen penilaian kemampuan pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur untuk
UPT, Kepala dinas proving untuk UPTD proving, atau



